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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah   

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan  dalam 8 sektor 

yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan 

Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain (Suandy, 2011:2). Dari berbagai sumber-sumber 

penerimaan negara, penerimaan dari sektor perpajakan  merupakan  penopang terbesar  yang  

diperlukan untuk pembiayaan negara. Kontribusi penerimaan dari sektor perpajakan 

menyumbang sekitar 80% dari keseluruhan pendapatan negara, jadi tanpa pajak sebagian besar 

kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Menyadari betapa pentingnya pajak sebagai 

sumber terbesar dari penerimaan negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya 

mengoptimalkan sektor perpajakan. 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di 

dalam pelaksanaan pembangunan. Fungsi pajak sebagai fungsi anggaran (budgetair) yaitu 

sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 

membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi pajak sebagai 

fungsi mengatur (regulerend) yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemerintah bisa 

mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi pajak sebagai fungsi 

stabilitas yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan 

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa 

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 
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penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi pajak sebagai fungsi retribusi pendapatan 

yaitu untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat, (pajak.go.id). Berdasarkan data yang diperoleh dari 

www.bps.go.id, penerimaan negara yang paling besar adalah penerimaan perpajakan. Selain itu, 

menurut Waluyo (2013), sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak juga 

merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam 

pembiayaan pembangunan, dimana pajak tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk 

membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.  

Penerimaan perpajakan dirasa belumlah optimal. Angka realisasi pendapatan negara 

sampai dengan akhir bulan Oktober 2018 mencapai Rp.1.160,66 triliun dimana capaian tersebut 

adalah 78,32% dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah yaitu Rp1.483,86 triliun 

pada APBN 2018, (www.kemenkeu.go.id). Rendahnya penerimaan pajak menyebabkan rasio 

pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia hanya mencapai 10,3% 

dan merupakan rasio terendah di dunia yang rata-rata 15%. Peningkatan tax ratio juga diperlukan 

untuk menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan (Kontan, 2017). 

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Menurut 

Menteri Keuangan tahun 2015, Bambang Brodjonegoro dalam www.bisnis.liputan6.com, 

penyebab buruknya pengumpulan pajak selama belasan tahun ini yaitu kepatuhan wajib pajak 

yang sangat rendah (hanya sekitar 50%), basis wajib pajak yang kecil, dan yang terakhir adalah 

adanya kebocoran penerimaan pajak. 

Penyebab buruknya pengumpulan pajak yang pertama yaitu masalah kepatuhan wajib 

pajak. Dalam www.pajak.go.id mengatakan bahwa masalah kepatuhan wajib pajak adalah 

http://www.pajak.go.id/
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masalah klasik yang hampir di hadapi semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masalah 

kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), penegakan hukum (law 

enforcement), struktur organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika 

(code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut. Kedua yaitu basis wajib pajak yang 

kecil. Pemerintah dalam hal terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak belum mampu 

memaksimalkan basis wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak dari masyarakat yang 

belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) belum teridentifikasi dengan baik. 

Menurut Mustikasari (2007) dalam Wahdi (2018), menyatakan bahwa di Indonesia masih 

menunjukkan adanya tag gap yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya 

terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahun. Hal tersebut 

menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat 

besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. 

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor 

ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh 

Direktorat Jenderal Perpajakan adalah melakukan reformasi dibidang perpajakan, dimana dalam 

reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan  yang 

cukup signifikan yaitu perubahan dari official  assessment  system menjadi self assessment 

system. 

Sebelum era reformasi perpajakan, system pemungutan pajak yang  ditetapkan adalah 

official assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang 
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kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Tarjo, et all 

2006). 

Dalam self assessment system, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui 

sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, 

sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada 

Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu 

meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan 

kepercayaan   tersebut   dengan   sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan 

pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai 

pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara (Tarjo, et all 2006). 

Penyebab yang terakhir adalah adanya kebocoran penerimaan pajak. Kebocoran 

penerimaan pajak tidak terlepas dari rendahnya kesadaran wajib pajak itu sendiri, sedangkan di 

Indonesia menerapkan self assesment system yang  berarti segala hak dan kewajiban perpajakan 

dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kesimpulannya adalah self assessment 

system ini tidak  didukung penuh dengan kesadaran (tax compliance) wajib pajak, dimana hal ini 

dapat menimbulkan kecenderungan untuk sengaja menghindari pajak ataupun memang 

ketidaktahuan dari wajib pajak tersebut tentang kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak 

menjadi lalai terhadap kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah 

ditetapkan. Kesengajaan menghindari pajak ataupun ketidaktahuan wajib pajak ini pada akhirnya 

akan menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada negara apabila 

tidak segera dilakukan pembayaran (Rosyidi, 2012). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak 
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berupaya penuh untuk meminimalisir tunggakan pajak dengan memaksimalkan penagihan pajak 

kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan jika 

penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 

biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 

dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

Suandy (2008:173) mengemukakan bahwa tindakan penagihan pajak dikelompokkan 

menjadi 2, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif adalah tindakan 

yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara mengawasi kepatuhan pembayaran 

pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan penerbitan Surat Tagihan 

Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Sedangkan Penagihan aktif adalah penagihan yang 

didasarkan pada Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan dimana Undang-undang telah menentukan tanggal jatuh  tempo 

pembayaran yaitu 1 bulan  terhitung  mulai  dari  Surat  Tagihan  Pajak,  Surat  Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan. 

Penagihan yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mengoptimalkan target 

penerimaan pajak. Indra (2006: 78) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keberhasilan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah 

output saja. Apabila  organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut 

berjalan dengan efektif. Dalam lingkup penagihan pajak, efektivitas diukur  sejauh  mana  

tingkat realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar rencana pencairan tunggakan pajak yang 
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telah ditentukan sebelumnya. Apabila penagihan pajak telah berjalan efektif, maka hasil dari 

penagihan pajak yang berupa pencairan tunggakan pajak akan memberikan kontribusi yang baik 

untuk realisasi penerimaan pajak. 

Serangkaian tindakan penagihan pajak dilakukan dengan penerbitan surat teguran kepada 

wajib pajak yang memiliki utang pajak. Kemudian jika wajib pajak belum melakukan pelunasan, 

maka selanjutnya akan diterbitkan surat paksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain 

yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan 

kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sedangkan surat paksa adalah surat perintah 

membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila wajib pajak masih tidak menanggapi 

surat paksa tersebut, maka petugas pajak dalam hal ini juru sita pajak akan diperintahkan untuk 

menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 

menurut peraturan perundang-undangan. Semua rangkaian tindakan penagihan pajak tersebut 

juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. 

Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan yang 

dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak 

hanyalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara yang dimana nantinya dipergunakan 

untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah upaya mereka untuk memperoleh 

penerimaan dari pajak terutang wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk menilai efektif atau tidaknya penagihan pajak dengan surat 

teguran dan surat paksa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniasari, Suharyono, dan 

Kesuma (2016) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 

terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan menyimpulkan 

bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan 
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pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Balikpapan terbukti cukup efektif. 

Sedangkan penelitian oleh Paseleng, Poputra, dan Tangkuman (2013) dengan judul Efektivitas 

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, menyimpulkan bahwa penagihan pajak dengan 

surat teguran dan surat paksa pada tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif dan memberikan 

kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Manado. 

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, 

adminstrasi perpajakan, dan Undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain 

untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab 

kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak 

penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah 

satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran 

pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada 

berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka 

tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan 

membayar utang pajak. Data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa mulai 

tahun 2016-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dari setiap tahun semakin 

meningkat dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Teguran Tahun 2016 s.d 2018 

Tindakan 

Penagihan 
Tahun Nilai Ketetapan 

Pencairan 

Piutang Pajak 

Jumlah Surat 

Teguran Terbit 

(Lembar) 
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Surat Teguran 2016 282.520.669.694  35.511.788.774  1.270 

Surat Teguran 2017   70.472.015.038  46.508.510.733  924 

Surat Teguran 2018 116.806.489.427    6.986.435.368  1.673 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 

 

Tabel 1.2 

Realisasi Pencairan Tunggakan Surat  Paksa Tahun 2016 s.d 2018 

Tindakan 

Penagihan 
Tahun Nilai Ketetapan 

Pencairan 

Piutang Pajak 

Jumlah Surat 

Teguran Terbit 

(Lembar) 

Surat Paksa 2016 163.434.540.264 24.827.989.767  1.209 

Surat Paksa 2017 164.538.994.850   4.536.879.191 1.161 

Surat Paksa 2018   85.292.784.528  4.839.990.402  1.876 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 

 

Perlu dilaksanakan tindakan penagihan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, 

yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan 

surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. 

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun 

dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya 

penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka 

pencairan tunggakan pajak mengeluarkan  biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya 
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penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, maka judul yang tepat dalam penelitian ini adalah 

“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap 

Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan memberikan surat teguran dan surat paksa 

kepada Wajib Pajak Badan yang memiliki tunggakan pajak. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana  tingkat efektivitas  penagihan  pajak  dengan  surat  teguran di KPP Madya 

Palembang?. 

2. Bagaimana tingkat efektivitas  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa di KPP Madya 

Palembang?. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengukur tingkat efektivitas  penagihan  pajak  dengan  surat  teguran di KPP 

Madya Palembang. 

2. Untuk mengukur tingkat efektivitas  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa di KPP 

Madya Palembang. 

 

 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.   Secara Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang 

berkaitan dengan efektivitas penggunaan surat teguran dan surat paksa dalam penagihan 

pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut. 

2. Secara Praktis 

Penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  masukan atau bahan evaluasi kepada pihak 

Direktorat  Jenderal  Pajak (Dirjen Pajak)  untuk  melihat apakah penagihan pajak melalui 

surat teguran dan surat paksa sudah efektif atau belum dan bagaimana kontribusinya 

terhadap penerimaan pajak. 

 

1.5.    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini membahas secara singkat dan jelas tentang latar belakang  masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

 

 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan  permasalahan 

yang diteliti pada penelitian ini yaitu mengenai  teori kewajiban mutlak atau 

teori bakti, definisi pajak, pengelompokkan pajak, fungsi pajak, tarif pajak, asas 

pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, 



32 
 

hambatan pemungutan pajak, penagihan pajak, surat teguran, surat paksa, jangka 

waktu hak penagihan, tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak dan efektivitas. 

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dari 

penelitian ini. 

BAB III: Metodologi Penelitian 

 Bab ini khusus membahas mengenai desain penelitian, objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini.  

 BAB IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai gambaran umum KPP Madya 

Palembang, lokasi KPP Madya Palembang, sejarah singkat KPP Madya 

Palembang, Visi dan misi KPP Madya Palembang, struktur organisasi KPP 

Madya Palembang, tugas pokok pegawai KPP Madya Palembang, efektivitas 

penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Madya Palembang, 

kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dan terakhir 

realisasi pencairan tunggakan surat  paksa tahun 2016 s.d 2018 pada KPP Madya 

Palembang. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran  

 Bab ini berisi beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini dan  saran bagi 

penelitian selanjutnya. 
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